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Penelitian ini mengnalisis pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi jual beli
hak atas tanah dan/atau bangunan di Kota Malang yang tergantung hasil verifikasi
lapangan pajak BPHTB dan mengetahui dasar hukum verifikasi lapangan dalam me-
nentukan besaran tarif pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi jual beli
hak atas tanah dan/atau bangunan di Kota Malang. Metode penelitian yang digu-
nakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa Tarif pemungutan pajak penghasilan (pph) atas transaksi
jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan ditentukan oleh hasil verifikasi lapangan
PPh BPHTB tetap pada besaran yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 34 Tahun
2016 yaitu hanya sebesar 2,5% tanpa harus dihitung kemudian dengan hasil verifi-
kasi lapangan seperti yang terjadi di Kota Malang. Dasar hukum dalam melakukan
verifikasi lapangan dalam menentukan besaran tarif pemungutan pajak penghasilan
(pph) atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan di Kota Malang tidak
ada sama sekali, baik di dalam Perda maupun Perwal sehingga kegiatan verifikasi
lapangan yang selama ini dijadikan dasar untuk menentukan besaran PPh BPHTB
tidak memiliki kepastian hukum

Abstract

This study analyzes the collection of Income Tax (PPh) on the sale and purchase trans-
actions of land and / or building rights in Malang which depend on the verification
result of BPHTB tax field and to know the legal basis of field verification in determin-
ing the tariff rate of Income Tax (PPh) on sale and purchase transactions rights to land
and / or buildings in Malang. The research method used is empirical juridical with
sociological juridical approach. The results of this study indicate that the tariff of in-
come tax (pph) on the sale and purchase transactions of land and / or building rights
is determined by the verification result of the field of fixed income tax on the amount
specified in Government Regulation Number 34 Year 2016 which is only 2.5% must
be calculated later with the results of field verification as happened in Malang. The
legal basis for conducting field verification in determining the amount of income tax
collection tariff (PPh) on the sale and purchase transaction of land and / or building in
Malang is not present at all, either in Perda or Perwal so that field verification activity
which has been used as the basis to determine the amount of PPh BPHTB does not
have legal certainty.
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1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hu-
kum sebagaimana yang diamanatkan dalam
Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, maka
dalam penerapan pemungutan pajak di In-
donesia harus berlandaskan hukum. Dasar
hukum dalam pemungutan pajak terdapat di
dalam UUD 1945 Pasal 23 huruf A aman-
demen ketiga yang berbunyi “Pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan undang-
undang.”Dasar hukum inilah yang memberi-
kan landasan hukum kepada Negara untuk
memungut pajak kepada rakyatnya untuk tu-
juan mensejahterakan rakyatnya.Pajak meru-
pakan potensi sumber dana yang besar dan
sangat vital bagi Negara untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran belanja pemerin-
tah, bagi berlangsungnya jalannya pemerin-
tahandan dalam rangka pembangunan nasi-
onal Indonesia.

Beberapa diantara sumber potensi pa-
jak adalahpajak penghasilan dari pengalihan
harta berupa tanah dan/atau bangunan yang
dilakukan oleh perorangan atau badan. Be-
sarnya pajak penghasilan yang terutang atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh
orang pribadi atau badan dari pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan adalah sebe-
sar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan, kecuali atas
pengalihan hak atas rumah sederhana dan
rumah susun sederhana yang dilakukan oleh
wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangu-
nan dikenai pajak penghasilan 1% dari jum-
lah bruto nilai pengalihan.

Pengecualian dari kewajiban pem-
bayaran atau pemungutan pajak penghasilan
dari pengalihan hak atas tanah dan/atau ban-
gunan antara lain:

a. Orang pribadi yang  mempunyai
penghasilan di bawah PTKP yang
melakukan pengalihan hak atas tanah
dan/atau  bangunan dengan jumlah
bruto pengalihan kurang dari Rp.
60.000.000,00 dan bukan merupakan
jumlah yang dipecah-pecah;

b. Orang pribadi atau badan yang

menerima atau memperoleh penghasilan
dari pengalihan hak atas tanah dan/
atau bangunan kepada pemerintah
guna pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum yang memerlukan
persyaratan khusus.

c. Orang  pribadi  yang  melakukan
pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan dengan cara hibah kepada
keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat, badan keagamaan,
badan pendidikan, badan sosial termasuk
yayasan, koperasi atau orang pribadi
yang menjalankan usaha mikro dan
kecil sepanjang hibah tersebut tidak ada
hubungannya dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan atau penguasaan antara
pihak-pihak yang bersangkutan.

d. Badan yang melakukan pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan dengan
cara hibah kepada badan keagamaan,
badan pendidikan, badan sosial termasuk
yayasan, koperasi atau orang pribadi
yang menjalankan usaha mikro dan
kecil sepanjang hibah tersebut tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan atau penguasaan antara
pihak-pihak yang bersangkutan;

e. Pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan karena warisan

f. Pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan yang tidak termasuk
subjek pajak.

Pajak atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh orang pribadi dan badan dia-
tur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak penghasilan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008.

Sedangkan sistem pembayara pajak di
Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) :

1. Official AssessmentSystem; inimemberikan
wewenang kepada pemerintah (petugas
pajak) untuk menentukan besarnya pajak
terhutang wajib pajak. ini sudah tidak
berlaku lagi setelah reformasi perpajakan
pada tahun 1984.

Ciri-ciri ini adalah (i) pajak terhutang
dihitung oleh petugas pajak, (i) wajib pajak
bersifat pasif, dan (i) hutang pajak timbul se-
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telah petugas pajak menghitung pajak yang

terhutang dengan diterbitkannya surat kete-

tapan pajak.

2 Self Assessment System; ini memberikan
wewenang kepada wajib pajak untuk
menghitung sendiri, melaporkan sendiri,
dan membayar sendiri pajak yang
terhutang yang seharusnya dibayar.

Ciri-ciri ini adalah (i) pajak terhutang
dihitung sendiri oleh wajib pajak, (ii) wajib
pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan
membayar sendiri pajak terhutang yang se-
harusnya dibayar, dan (iii) pemerintah tidak
perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak
setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu
saja seperti wajib pajak terlambat melapor-
kan atau membayar pajak terhutang atau ter-
dapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi
tidak dibayar.

3. Withholding ~System; ini memberikan
wewenang kepada pihak lain atau pihak
ketiga untuk memotong dan memungut
besarnya pajak yang terhutang oleh wajib
pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak
lain selain pemerintah dan wajib pajak.
Menurut Pasal 4 ayat (2) huruf d, Undang-
Undang Pajak Penghasilan, menyatakan
bahwa:

Penghasilan dibawah ini dapat dikenai
pajak bersifat final:

“penghasilan dari transaksi pengalihan harta
berupa tanah dan/atau bangunan,usahajasa
konstruksi, usaha real estate, dan persewaan
tanah dan/atau bangunan”.

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan dapat berupa penjualan tanah
dan/atau bangunan, atau tukar-menukar,
perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak,
penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain
yang disepakati. Atas penghasilan yang dipe-
roleh dari transaksi tersebut merupakan ob-
jek Pajak Penghasilan sehingga dikenai Pajak
Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Pembahasan akan dimulai dari dasar
hukum pengenaan pajak atas penghasilan
dari pengalihan hak atas tanah dan/atau ban-
gunan, lalu ke definisi pengalihan dan cara
menghitung pajak penghasilan dari pengali-

han hak atas tanah dan/atau bangunan..

Dasar Hukum Pengenaan Pajak Peng-
hasilan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
BangunanDasar hukum yang dipakai adalah
Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor
36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 huruf d.Pada
pasal ini disebutkan dengan jelas bahwa
penghasilan yang diperoleh dari transaksi
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangu-
nan dapat dikenai pajak penghasilan yang
bersifat final. Dikatakan dapat dikenai pajak
penghasilan karena terdapat juga penghasilan
dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/
atau bangunan yang dikecualikan dari pajak
penghasilan. Jadi secara umum penghasilan
yang diperoleh dari transaksi pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan dikenai pajak
penghasilan yang bersifat final kecuali yang
ditentukan lain.

Untuk menghitung pajak penghasilan
berupa PPh Final Pasal 4 ayat 2 dari transaksi
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangu-
nan maka perlu diketahui tarifnya dan objek
pajaknya. Tarif PPh Final Pasal 4 ayat 2 dari
transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan secara umum adalah 5%. Sedang-
kan objek pajaknya adalah penghasilan yang
diperoleh dari transaksi tersebut. Rumusnya
adalah:

PPh Final Pasal 4 ayat (2) = 5% x Peng-
hasilan Bruto dari Pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan.Karena objek pajaknya
adalah penghasilan dari transaksi jual beli
tanah dan/atau bangunan maka dikenal dua
istilah yaitu Nilai NJOP dan nilai pada Akta
Pengalihan Hak. Oleh karena itu ditentukan
lebih lanjut bahwa nilai yang diapakai ada-
lah nilai yang tertinggi antara NJOP dan Akta
Pengalihan Hak, kecuali apabila transaksinya
dengan bendahara maka nilai yang dipakai
adalah nilai yang disetujui atau berdasar-
kan keputusan pejabat yang bersangkutan.
Sedangkan apabila transaksinya karena ber-
dasarkan keputusan lelang maka nilai yang
dipakai adalah nilai berdasarkan keputusan
lelang.

Contoh Penghitungan Pajak Penghasi-
lan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 dari pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan karena
jual beli:

Tuan A menjual tanah dan/atau bangu-
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nan kepada Tuan B sebesar Rp. 500.000.000,-
. Namun nilai berdasarkan NJOP adalah Rp.
300.000.000,-. Maka penghitungan pajak-
nya adalah:

PPh Final = 5% x 500.000.000 =
25.000.000.

Selain PPh yang dikenakan dalam tran-
saksi pengalihan hak atas tanah karena jual
beli, terdapat pula pajak Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya di-
sebut BPHTB). BPHTB sebenarnya bukan-
lah hal yang baru dalam bidang perpajakan
yangdipungut oleh pemerintah. Karena pajak
jenis ini telah pernah diberlakukan dilndone-
sia ketika masih di bawah penjajahan Belan-
da. Pajak jenis ini dihapus dengan berlaku-
nya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang PokokPokok Agraria (UUPA), tetapi
kemudiandiberlakukan lagi sesuai dengan-
ketentuan yang berlaku dalam UUPA. Dasar
hukum pemungutan atas Bea Perolehan Hak
Atas Tanah danBangunan (BPHTB) adalah
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 ten-
tangPajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) yangdikeluarkan pada
tanggal 29 Mei 1997. Dalam memori pen-
jelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1997 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) disebutkan,
bahwa tanah sebagai bagian dari bumi yang
merupakan karunia TuhanYang Maha Esa ser-
ta memiliki fungsi sosial (Memori Penjelasan
UU No. 21 Tahun 1997), disamping meme-
nuhi kebutuhan dasar untuk papan dan la-
han usaha, juga merupakan alat investasi
yang sangat menguntungkan. Selain itu juga
dapat mengoptimalkan pajak atas yang dite-
rima atau diperoleh orang pribadi atau badan
hukum yang bersifat final.

Pada awalnya berlakunya Undang-un-
dang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangu-
nan (BPHTB) yang dikeluarkan pada tanggal
29 Mei 1997 ditetapkan mulai berlaku secara
efektif pada tanggal 1 Januari 1998, akan te-
tapi pada tanggal 31 Desember 1997 pem-
berlakuan BPHTB yang semula direncanakan
berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1998
ditangguhkan dengan dikeluarkannya Pe-
raturan Pemerintah Pengganti Undang-Un-
dang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1997 tentang

BPHTB. Kemudian ketentuan BPHTB baru
belaku efektif pada tanggal 1 Juli 1998.

Seiring dengan euforia otonomi daerah
melalui pola desentralisasi fiskal maka mulai
tanggal 1 Januari tahun 2011, pajak Bea Pe-
rolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau
yang biasa dikenal dengan BPHTB resmi se-
penuhnya menjadi pajak daerah (local tax).
Pengalihan wewenang pemungutan atau de-
volusi BPHTB dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sesuai
dengan amanat Undang-undang Nomor 28
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retri-
busi Daerah (PDRD). Dengan demikian per
tanggal 1 Januari 2011 Kantor Pelayanan Pa-
jak Pratama (KPP Pratama) sudah tidak lagi
melayani pengelolaan pelayanan BPHTB,
sehingga wajib pajak yang akan melaporkan
pembayaran BPHTB sehubungan dengan
proses transaksi atas hak atas tanah dan/atau
bangunan yang dilakukannya akan langsung
ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
setempat (Ediwahyudi, 2010).

Pemerintah  kabupaten/kota  dalam
rangka mempersiapkan pengelolaan BPHTB,
maka menurut menurut pasal 182 angka 2
UU PDRD diatur bahwa Menteri Keuangan
bersama-sama dengan Menteri Dalam Ne-
geri bersama-sama mengatur tahapan persia-
pan pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah
dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak
berlakunya Undang-undang ini. Untuk pe-
laksanaan persiapan tersebut telah diterbit-
kan pula Peraturan Bersama (Perber) antara
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Ne-
geri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor
53/2010 tentang Tahapan Persiapan Penga-
lihan BPHTB sebagai Pajak Daerah. Menin-
daklanjuti Perber tersebut kemudian pula
telah diatur proses peralihan BPHTB dari
Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat
Jenderal Pajak melalui Peraturan Dirjen Pajak
Nomor 47/PJ/2010 dan untuk mengakomo-
dasi penataan struktur organisasi Pemerintah
Daerah sehubungan dengan pengalihan pa-
jak ini maka diterbitkan pula Peraturan Men-
teri Dalam Negeri Nomor 56/2010.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dike-
nakan atas perolehan hak atas tanah dan/
atau bangunan sesuai dengan aturan hukum
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yang berlaku yang dilakukan oleh orang pri-

badi atau badan.

Prinsip yang dianut dalam pemungutan
pajak dalam UU BPHTB adalah :

a. Pemenuhan kewajiban BPHTB
berdasarkan self assessment system.

b. Besarnya tarif 5% dari Nilai Perolehan
Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).

c. BPHTB  merupakan  pajak daerah
namun sebagian besar penerimaan akan
diserahkan kepada Pemerintah Pusat

Sesuai pasal 5 UU BPHTB, tarif meru-
pakan tarif tunggal sebesar 5 %. Penentuan
tarif tunggal ini dimaksudkan untuk keseder-
hanaan dan kemudahan perhitungan. Dasar
pengenaan pajak BPHTB adalah Nilai Pero-
lehan Objek atau disingkat NPOP sesuai ke-
tentuan pasal 6 UU BPHTB. Berdasarkan je-
nis perolehan haknya, NPOP untuk jual beli
adalah harga transaksi.

Berkenaan dengan pemungutan pajak
BPHTB sesuai dengan prinsip yang dianut
oleh UU BPHTB, maka pemenuhan kewa-
jiban BPHTB berdasarkan self assessment
system. Tetapi sistem self assesment system
ini tidak sepenuhnya diterapkan dalam per-
hitungan pajak BPHTB di Kota Malang. Oleh
karena meskipun pihak wajib pajak telah
menghitung sendiri pajak perolehan hak
atas dan/atau bangunan sesuai dengan harga
transaksi jual beli maka besarnya pajak yang
harus dibayarkan tergantung dari hasil pe-
nilaian harga dari Kantor Dinas Pendapatan
Kota Malang.

Meskipun perhitungan pengenaan pa-
jak penghasilan tersebut di atas yang digu-
nakan adalah harga yang tertinggi antara har-
ga transaksi dan nilai berdasarkan nilai NJOP,
tetapi dalam prakteknya di Kota Malang
pengitungan pajak berdasarkan nilai terting-
gi antara keduanya masih belum mendapat-
kan kepastian dari pihak Dinas Pendapatan
Kota Malang berapa besarnya PPh yang harus
dibayarkan oleh wajib Pajak. Hal ini masih
menunggu dari hasil verifikasi lapangan yang
dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Kota
Malang dahulu. Sehingga terdapat kemung-
kinan PPh tersebut dapat naik maupun tu-
run, sehingga waib pajak tidak mendapatkan
kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas

maka dalam paper ini akan dianalisis men-
gapa tarif pemungutan pajak penghasilan
(PPh) atas transaksi jual beli hak atas tanah
dan/atau bangunan ditentukan oleh hasil ve-
rifikasi lapangan pajak BPHTB. Selanjutnya,
dianalisis juga apakah yang menjadi dasar
hukum dalam melakukan verifikasi lapangan
dalam menentukan besaran tarif pemungu-
tan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi jual
beli hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Metode Penelitian

Jurnal ini disusun berdasarkan metode
penelitian yuridis normatif, yang dilakukan
dengan pendekatan perundang-undangan
(statute approach), pendekatan konsep dan
pendekatan kasus (case approach), yang di-
dukung dengan bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan yang berla-
ku dan bahan hukum sekunder berupa buku-
buku hukum yang relevan dengan isu hukum
yang diangkat dalam jurnal ini.

3. Hasil Penelitian Pembahasan

Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh)
atas Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan Ditentukan Oleh Hasil
Verifikasi Lapangan Pajak BPHTB

Landasan yuridis pemungutan BPHTB
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Ret-
ribusi Daerah, telah mengatur dengan jelas
bahwa untuk dapat dipungut pada suatu
daerah, setiap jenis pajak daerah harus di-
tetapkan dengan peraturan daerah kabupa-
ten, atau kota, dipungut pada suatu daerah
kabupaten, atau kota, harus terlebih dahulu
ditetapkan peraturan daerah tentang pajak
daerah tersebut.

Sehubungan pengalihan pengelolaan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) dari Pemerintah Pusat ke Pemerin-
tah Daerah sesuai amanat Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Da-
erah dan Retribusi Daerah, maka Kota Ma-
lang menerbitkan sejumlah peraturan, yakni
Perda Peraturan Daerah Kota Malang Nomor
15 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan yang hingga saat
penelitian ini dilakukan belum direvisi me-
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rujuk pada dikeluarkannya Peraturan Peme-
rintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tarif
Baru PPh Final atas Pengalihan Hak atas Ta-
nah dan Bangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Ta-
hun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribu-
si Daerah menyatakan bahwa sistem untuk
pembayaran BPHTB terutang menggunakan
Self Assessment System, begitu juga dengan
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Ta-
hun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan.

Selain  melibatkan berbagai macam
peraturan yang saling terkait satu sama lain,
pelaksanaan BPHTB juga melibatkan bany-
ak pihak seperti Kantor Pertanahan, Notaris,
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Bank,
Pemerintah Daerah, Pengadilan termasuk
lembaga-lembaga yang ada di bawahnya.
Selaku pejabat umum dalam hal ini Notaris
selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
dalam hal melakukan pekerjaannya sebagai
pembuat akta tanah tidak bisa terlepas dari
perpajakan. Salah satu kewajiban PPAT da-
lam pembuatan akta itu adalah memastikan
bahwa pembayaran BPHTB yang terutang su-
dah dilunasi oleh Wajib Pajak dengan mem-
perlihatkan bukti Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor
91 Tahun 2000 tentang Jenis Pajak Daerah
yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Ke-
pala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wa-
jib Pajak, serta Peraturan Daerah Nomor 02
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan dalam melakukan pe-
mungutan BPHTB menggunakan Self Assess-
ment System, dimana wajib pajak diperca-
yakan untuk menghitung, membayar sendiri
dan melaporkan pajak yang terhutang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan per-
pajakan sehingga penentuan besarnya pajak
yang terhutang dipercayakan kepada Wajib
Pajak.

Untuk bisa meningkatkan penerimaan
pajak tidak mudah, karena Self Assessment
yang ditetapkan di Indonesia mengandung
banyak kelemahan. Salah satunya adalah
sangat tergantung pada kejujuran wajib pa-

jak, apabila wajib pajak tidak jujur maka ti-

dak mudah bagi petugas pajak menghitung
pajak yang terutang sehingga benar.Apalagi
terdapat kendala seperti kerahasiaan bank
dan terbatasnya data transaksi keuangan pa-
jak.

Dalam proses pembuatan akta jual beli
di hadapan PPAT, wajib pajak wajib terlebih
dahulu mengisi dan membayar perhitungan
lembaran SSPD sebelum melakukan penan-
datanganan akta di hadapan PPAT sesuai
dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Pemungutan pajak dikenal beberapa
jenis sistem, yaitu official assesment system,
self assesment system dan with holding system
(Suandi, 2002:25). Di Indonesia, pemungu-
tan pajak salaha satunya BPHTB dilakukan
dengan menerapkan self assessmentsystem,
dimana wajib pajak atau pengusaha kena pa-
jak diberi kepercayaan untuk melakukan ke-
wajiban pajaknya dengan menghitung sendiri
dasar pengenaan pajak, menghitung sendiri
pajak yang terutang, menghitungkan sendiri
pembayaran pajak baik yang dibayar sendiri
maupun yang dibayar melalui pemotongan
atau pemungutan oleh orang lain, memba-
yar sendiri jumlah pajak yang terutang yang
dimaksud dan melaporkan sendiri perhitun-
gan tersebut dengan mengisi Surat Pembe-
ritahuan dan menyampaikan ke kantor Di-
rektorat Jenderal Pajak tempat wajib Pajak
terdaftar, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berla-
ku (Brotodihardjo, 2003:26).

Pemungutan BPHTB didasarkan atas
adanya transaksi jual beli tanah dan bangu-
nan yang disebabkan adanya peralihan hak
atas tanah dan bangunan oleh orang priba-
di atau badan dilakukan sesuai dengan ke-
tentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka
(4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Bagi pihak yang menerima peralihan hak atas
tanah dan/atau bangunan dikenakan kewaji-
ban dalam pembayaran pajak Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai den-
gan jumlah yang ditentukan oleh Undang-
undang. Setiap undang-undang pajak harus
menetukan dengan jelas kapan saat dan tem-
pat pajak terutang, sehingga tidak menimbul-
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kan permasalahan dikemudian hari.

Dalam hal perolehan hak atas tanah
dan/bangunan saat yang menentukan pajak
terutang adalah pada saat ditandatanganinya
akta peralihan hak atas tanah dan/atau ban-
gunan yang dibuat dihadapan PPAT/Notaris.
Penandatanganan ini sangat penting karena
merupakan suatu bukti akta otentik.Akta
PPAT wajib dibuat sedemikian rupa sehingga
dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pen-
daftaran pemindahan hak dan pembebanan
hak yang bersangkutan.Akta dapat dijadikan
dasar yang kuat untuk pendaftaran peruba-
han data pendaftaran tanah mengandung
maksud bahwa akta tersebut harus memenu-
hi syarat sahnya perbuatan hukum di maksud
dalam akta.

Pejabat Pembuat Akta Tanah melapor-
kan pembuatan akta Perolehan Hak Atas ta-
nah dan atau Bangunan tersebut kepada Di-
rektorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
(Habib, 2009:16). Dalam praktek seha-
ri_hari wajib pajak yang diwakili oleh PPAT
dalam penyetoran BPHTB vyang terutang
atas transaksi yang dibuat di hadapan (Jual
Beli) ke Bank yang ditunjuk atau bendaha-
ra penerima. Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) Kota Malang harus mengikuti aturan
yang berlaku, di mana penyetoran pajak Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) harus dilakukan verifikasi terhadap
kelengkapan dokumen dan kebenaran data
terkait objek pajak yang tercantum dalam
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB sebelum
wajib pajak melakukan pembayaran BPHTB
terutang oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.

Pendapatan asli daerah adalah pene-
rimaan yang diperoleh dari sektor pajak da-
erah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik
daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan salah satu komponen sum-
ber pendapatan daerah sebagaimana yang
telah diatur dalam pasal 79 undang-undang
nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan
daerah, berdasarkan pasal 79 UU 22/1999
disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh
pemerintah daerah yang dapat diukur denga

uang karena kewenangan (otoritas) yang di-
berikan masyarakat dapat berupa hasil pajak
daerah dan retribusi daerah. Sumber penda-
patan daerah terdiri dari Hasil pajak Daerah,
Hasil retribusi Daerah, Hasil perusahaan mi-
lik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
Daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
sebagai sumber utama pendapatan daerah
yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam
rnelaksanakan pemerintahan dan pemban-
gunan daerah sesuai dengan kebutuhannya
guna memperkecil ketergantungan dalam
mendapatkan dana dan pemerintah tingkat
atas (subsidi). Dengan demikian usaha pe-
ningkatan pendapatan asli daerah seharus-
nya dilihat dari perspektif yang lebih luas
tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-
masing tetapi daham kaitannya dengan ke-
satuan perekonomian Indonesia. Pendapatan
asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai al-
ternatif untuk memperoleh tambahan dana
yang dapat digunakan untuk berbagai keper-
luan pengeluaran yang ditentukan oleh da-
erah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh
karena itu peningkatan pendapatan tersebut
merupakan hal yang dikehendaki setiap da-
erah.

Dalam upaya memperbesar peran pe-
merintah daerah dalam pembangunan, pe-
merintah daerah dituntut untuk lebih man-
diri dalam membiayai kegiatan operasionah
rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut
dapat dilihat bahwa pendapatan daerah ti-
dak dapat dipisahkan dengan belanja daerah,
karena adanya saling terkait dan merupakan
satu alokasi anggaran yang disusun dan di-
buat untuk melancarkan roda pemerintahan
daerah.

Sebagaimana halnya dengan negara,
maka daerah dimana masing-rnasing pe-
merintah daerah mempunyai fungsi dan
tanggung jawab untuk meningkatkan kehi-
dupan dan kesejahteraan rakyat dengan ja-
lan melaksanakan pembangunan disegala
bidang sebagaimana yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten-
tang Pemerintah Daerah bahwa “Pemerintah
daerah berhak dan berwenang menjalankan
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otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan ber-
dasarkan asas otonomi dan tugas pembantu-
an.

Adanya hak, wewenang, dan kewa-
jiban yang diberikan Kepada daerah untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri, merupakan satu upaya untuk me-
ningkatkan peran pemerintah daerah dalam
mengembangkan potensi daerahnya den-
gan mengelola sumber-sumber pendapatan
daerah secara efisien dan efektif khususnya
Pendapatan asli daerah sendiri.

Dengan terbitnya Undang-undang No-
mor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah
kini mempunyai tambahan sumber pendapa-
tan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak
Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupa-
ten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,
Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Par-
kir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung
Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan.

Desentralisasi  penerimaan BPHTB
akan memberikan kontribusi terhadap PAD
yang cukup besar pada daerah tertentu den-
gan potensinya, mengingat objek BPHTB
yang begitu luas. Sebagaimana diatur dalam
UU No. 21 Tahun 1997 yang dirubah dengan
UU No. 20 Tahun 2000 pasal 2 ayat 1 dan 2,
objek BPHTB adalah hak atas tanah dan atau
bangunan. Adapun objek BPHTB meliputi
dua hal, yang pertama yaitu pemindahan hak
karena Jual beli, Tukar Menukar, Hibah, Hi-
bah Wasiat, Waris, Pemasukan dalam perse-
roan atau badan hukum lainnya, Pemisahan
hak yang mengakibatkan peralihan, Penunju-
kan pembeli dalam lelang, Pelaksanaan pu-
tusan hakim yang mempunyai kekuatan hu-
kum tetap, Penggabungan usaha, Peleburan
usaha, Pemekaran usaha dan Hadiah. Objek
BPHTB yang kedua adalah pemberian hak
baru karena kelanjutan pelepasan hak, dan
diluar pelepasan hak.

Melihat peluang akan luasnya objek
BPHTB, penerimaan pajak daerah terbesar di
Kota Malang diharapkan berasal dari BPHTB

dengan asumsi bisnis properti terus tumbuh
di Kota Malang. Pelaksanaan BPHTB oleh
pemerintah daerah dapat dikatakan efektif
apabila pemerintah dapat mencapai suatu
target berdasarkan pada kebijakan atau atu-
ran perpajakan. Permasalahan tersebut men-
jadi suatu tantangan bagi pemerintah untuk
terus memperbaiki sistem dan mekanisme
yang ada, serta meningkatkan pelayanannya
terhadap Wajib Pajak.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu
pajak yang dipungut oleh pemerintah da-
erah dan digunakan untuk membiayai rumah
tangga daerah seperti yang tertuang dalam
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan. Adapun mekanisme
pelaksanaan BPHTB di Kota Malang sesuai
dengan peraturan daerah tersebut adalah se-
bagai berikut:

1. Wajib Pajak dalam membayar atau
menyetor BPHTB dapat dilakukan oleh
Wajib Pajak sendiri atau minta bantuan
kepada pihak perantara. Pembayaran ini
juga dapat dilakukan oleh orang ketiga
misalnya saudara Wajib Pajak. Kewajiban
untuk melunasi pajak BPHTB yang
terutang disetorkan atau dibayarkan ke
Kantor Pos/Bank Persepsi menggunakan
SSB (Surat Setoran BPHTB).

2. Setelah  Wajib  Pajak  melakukan
pembayaran di Bank/Kantor Pos Persepsi,
wajib pajak akan menerima SSB yang
telah dibubuhi register kas dari Kantor
Pos/Bank Persepsi, dengan ketentuan
Lembar SSB ke-1 untuk Wajib Pajak
sebagai bukti pembayaran BPHTB yang
terutang dan Lembar SSB ke-3 untuk KPP
yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pihak-pihak yang terkait langsung den-
gan pelaksanaan BPHTB dapat dilihat dalam
Pasal 1 Perwal nomor 55 tahun 2010 Kota
Malang. Tempat Pembayaran dan Bank Per-
sepsi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Ban-
gunan di Kota Malang adalah Bank Umum
yang ditunjuk Walikota untuk pembayaran
dan memindahbukukan ke Bank Presep-
si. Sedangkan Bank Presepsi adalah Bank
Umum yang ditunjuk oleh Walikota untuk
menerima pemindahbukuan hasil peneri-
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maan BPHTB dari Tempat Pembayaran dan
melimpahkan hasil penerimaan BPHTB ke
Kas Daerah.

Pendapatan daerah dari sektor BPHTB
merupakan pendapatan terbesar dalam men-
ymbang pajak daerah di Kota Malang. Sekitar
40% pajak daerah di Kota Malang berasal dari
BPHTB. Kota Malang telah melaksanakan
pengelolaan BPHTB selama 6 tahun lebih.
Sebelum pengalihan, Dispenda hanya men-
dapatkan bagi hasil dari pelaksanaan BPHTB
oleh DJP. Dalam proses pengalihan terdapat
sosialisasi dari DJP bagi setiap pihak yang
terkait dengan pelaksanaan BPHTB, menu-
rut dispenda sosialisasi tersebut telah cukup
bagi pihak yang akan melaksanakan BPHTB.
Sosialisasi tersebut berbentuk diklat dan pe-
magangan, staff dari dispenda dimagangkan
selama 10 hari di KPP, Setelah sosialisasi ter-
sebut dispenda merasa siap melaksanakan
pengalihan BPHTB, mereka juga mengasum-

sikan bahwa setiap pihak yang terkait terma-
suk notaris telah siap dan mengerti aturan.

Proses pemungutan yang dilakukan
oleh dispenda memiliki perbedaan dalam hal
verifikasi lapangan dimana pelaksanaan ter-
dahulu oleh DJP tidak dilakukan proses veri-
fikasi lapangan. Kendala-kendala yang sering
dialami Dispenda dalam pelaksanaan BPHTB
lebih menitikberatkan kepada Wajib Pajak.
Dispenda menyangkal adanya kendala-ken-
dala dalam proses pelaksanaan BPHTB yang
berasal dari internal Dispenda. Karena Kota
Malang merupakan kota yang selalu berkem-
bang seiring banyak bermunculanya lahan
baru dan konversi-konversi rumah menjadi
toko.

Berdasarkan Perwal nomor 55 Tahun
2010 Kota Malang yang mengatur tentang
BPHTB, dalam pasal 9-19 dijelaskan men-
genai tatacara pembayaran dan penyetoran
BPHTB di Kota Malang.

WANE FATAK

Lembar 2
(PPAT!
Kantor
Lelang)

Lembar 1
{Waijib
Pajak)

Lembar 4
(Drispemda)

PPAT / PPAT
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Landasan hukum BPHTB yang dimiliki
Kota Malang sebenarnya cukup banyak, an-
tara lain:

1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan.

2. Peraturan Walikota Malang Nomor
55 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat
Pembayaran BPHTB.

3. Peraturan Walikota Malang Nomor 4
Tahun 2011 tentang Tata Cara Penelitian
dan Pemeriksaan BPHTB.

4. Peraturan Walikota Malang Nomor 5
Tahun 2011 tentang Tata Cara Penagihan
BPHTB. Landasan hokum tersebut sudah
memuat segala hal mengenai BPHTB,
mulai dari pemungutan, tarif, pelaporan,
pembayaran hingga penagihan.

Berdasarkan peraturan diatas berdas-
arkan kewenangan maka diperlukan kewe-
nangan yang proporsional diperlukan untuk
mendukung penyelenggaraan otonomi da-
erah. Hal ini diwujudkan dengan peraturan,
pembagian dan pemanfaatan sumber daya
yang dimiliki daerah. Dalam hal pelaksanaan
pemungutan BPHTB, adanya otonomi da-
erah memudahkan Pemerintah Daerah un-
tuk membuat landasan hukum, kebijakan,
maupun menggali objek BPHTB yang baru.

Terbatasnya tenaga penilai tanah dan
rumah, tenaga penilai tanah dan rumah yang
ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Ma-
lang hanya berjumlah satu orang. Keterba-
tasan tenaga penilai ini perlu segera disiasati
oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang,
bisa dengan cara menambah tenaga penilai
yang baru maupun melatih sumber daya ma-
nusia yang sudah ada untuk mempelajari tata
cara menilai tanah dan bangunan.

Tenaga penilai merupakan bagian ter-
penting dalam pelaksanaan verifikasi lapan-
gan. Peran tenaga penilai dalam pelaksanaan
verifikasi lapangan adalah sebagai penilai
dan melihat apakah data yang dilaporkan
Wajib Pajak dengan data yang ada di lapan-
gan sudah sesuai. Sehingga berdasarkan hal
tersebut yang telah tertuang didalam Perwal
Nomor 55 Kota Malang, BPHTB ditenttukan
oleh hasil verifikasi petugas agar nilai obyek
pajak tetap sesuai dengan perkembangan

property yang melesat di Kota Malang.

Berdasarkan jurnal yang berjudul “Imp-
likasi Kebijakan Pengelolaan PBB Setelah Ber-
lakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” oleh Pa-
muji Kadar menyatakan bahwa pengelolaan
pemerintah daerah, baik ditingkat propinsi
maupun tingkat kabupaten dan kota mema-
suki era baru sejalan dengan dikeluarkannya
UU No 22 tahun 1999 dan UU no. 25 tahun
1995 yang mengatur tentang otonomi da-
erah dan desentralisasi fiskal.

Kebijakan ini merupakan tantangan
dan peluang bagi pemerintah daerah untuk
mengelola sumber daya yang dimiliki secara
efisien dan efektif. Bagi daerah-daerah yang
memiliki potensi sumber daya yang dapat
diandalkan, baik sumber daya manusia mau-
pun sumber daya alam, kebijakan ini disam-
but baik, mengingat lepasnya campur tangan
pemerintah akan memberikan kesempatan
yang lebih cepat untuk meningkatkan kese-
jahteraannya.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal (yang
dimulai per 1 Januari 2001) dipandang bany-
ak pengamat sebagai pendekatan bing-bang
dikarenakan secara radikal mengubah pola
hubungan antara pusat dan daerah (Kuncoro
2004) dengan jangka waktu persiapan yang
sangat pendek untuk negara yang begitu be-
sar dengan kondisi geografis yang cukup me-
nyulitkan (Brodjonegoro, 2003).

Akibatnya, kebijakan ini memuncul-
kan kesiapan daerah yang beragam, terlebih
ditengah-tengah upaya untuk melepaskan
diri dari krisis ekonomi yang berkepanjangan
Saragih (2003) menyatakan bahwa sebelum
terjadi krisis ekonomi pertumbuhan ekonomi
(PDRB) rata-rata lebih dari 5% (lima persen).
Pada tahun 1998 rata-rata daerah mengalami
pertumbuhan negatif. Sedangkan pada tahun
1999 dan 2000 (sebelum pelaksanaan oto-
nomi) beberapa daerah sudah menunjukkan
pertumbuhan yang positif, sementara bebe-
rapa daerah lain masih kesulitan untuk mele-
paskan diri dari belenggu krisis.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal, bisa
jadi menimbulkan perbedaan orientasi kebi-
jakan ekonomi antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Pemda lebih menghada-
pi masalah keterbatasan keuangan (financial
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constraints) daripada keterbatasan ekonomi
(economic constraints) yang justru menjadi
perhatian pemerintah pusat (Rafinus 2001).
Akibatnya pemda akan lebih banyak terkon-
sentrasi pada permasalahan alokasi daripa-
da permasalahan stabilisasi (perekonomian).
Dengan kata lain upaya untuk menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sta-
bil menjadi terabaikan dikarenakan adanya
persoalan keterbatasan (keuangan). Pengala-
man dan kapabilitas pemda dalam pengelo-
laan keuangan menjadi faktor penting dalam
mengatasi kedua permasalahan tersebut se-
cara simultan.

Myrdal (1957) sebagaimana dikutip
Kuncoro (2004) menyatakan bahwa per-
bedaan tingkat kemajuan ekonomi antar
daerah akan menyebabkan pengaruh yang
merugikan (terjadinya ketidakseimbangan
horizontal). Hal ini disebabkan pelaku-pela-
ku yang mempunyai kekuatan di pasar akan
cenderung meningkat, sehingga menyebab-
kan ketimpangan daerah yang semakin ting-
gi (Arysad 1999). Kuznets (Kuncoro 2004)
menyatakan bahwa pada tahap-tahap awal
pertumbuhan, disitribusi pendapatan cende-
rung memburuk, namun pada tahap-tahap
berikutnya hal ini akan membaik. Hal ini
memberikan indikasi diperlukannya dimensi
waktu yang panjang untuk melihat pengaruh
positif pembangunan terhadap pertumbu-
han.

Reformasi perpajakan di Indonesia (Tax
Reform) dicetuskan oleh pemerintah Indone-
sia pada tahun 1983 atau setelah 38 tahun In-
donesia merdeka. Tax Reform pada dasarnya
merupakan kebijakan pemerintah terhadap
ketentuan perpajakan yang bersifat sangat
mendasar yaitu mengenai prinsip, sistima-
tika serta dasar falsafahnya. Beberapa per-
timbangan pemerintah melakukan reformasi
perpajakan adalah karena banyaknya perun-
dang-undangan pajak yang membingungkan
rakyat. Pada saat itu pemerintah sudah mulai
memebuat ketentuan mengenai perpajakan
sementara ketentuan produk Hindia Belanda
masih efektif berlaku, sehingga hak itu dipan-
dang sangat membebani rakyat karena bany-
aknya macam pemungutan pajak.

Kebijakan “pendaerahan” PBB tentu-
nya tidak terlepas dari kebijakan penyeleng-

garaan pemerintahan di Indonesia. Dalam
perkembangannya, penyelenggaraan peme-
rintahan di Indonesia telah mengarah kepa-
da pelaksanaan otonomi luas. Pasca refor-
masi pemerintahan tahun 1998, Pemerintah
memberikan keleluasaan kepada daerah un-
tuk menentukan arah kebijakan pembangu-
nan bagi daerahnya, yang dituangkan dalam
wujud otonomi daerah seluas—luasnya dalam
mengatur dan mengurus kepentingan ma-
syarakat setempat. Kebijakan desentralisasi
tersebut akan berhasil jika aparat pemerintah
daerah cukup terlembaga sehingga mampu
menciptakan tata pemerintahan yang demo-
kratis. Perjalanan menuju pelaksanaan de-
sentralisasl tersebut merupakan perwujudan
konkrit akan adanya tuntutan pemberian
otonomi yang luas kepada daerah.

Dibandingkan dengan UU PDRD
lama, maka terdapat penambahan 3 (tiga)
jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru, yaitu
PBB Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perole-
han Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
dan Pajak Sarang Burung Walet. Jenis pajak
yang selama ini di- pungut oleh Pusat, yaitu
PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB.
Pemberlakuan pemungutan PBB dan BPHTB
akan dilakukan secara bertahap. BPHTB
akan dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah
pada tanggal 1 Januari 2011, sedangkan PBB
Perdesaan dan Perkotaan akan dilaksanakan
sepenuhnya oleh daerah pada tanggal 1 Ja-
nuari 2014.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas pe-
rolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
Perolehan hak atas tanah dan atau bangu-
nan adalah perbuatan atau peristiwa hukum
yang mengakibatkan diperolehnya hak atas
tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi
atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas
tanah termasuk hak pengelolaan, berserta
bangunan di atasnya sebagaimana dalam
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ten-
tang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah
Susun dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lainnya. Dasar pengenaan
atas bea perolehan hak atas tanah dan ban-
gunan dari nilai perolehan obyek pajak den-
gan besaran tarif sebesar 5% dari nilai perole-
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han obyek pajak.

Saat ini pemerintah telah mengesah-
kan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
2016 Tentang Tarif Baru PPh Final atas Penga-
lihan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dimana
Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat
PP) ini akan berlaku 30 hari sejak tanggal 8
Agustus 2016. Dengan demikian PP Nomor
34 Tahun 2016 ini akan berlaku mulai tang-
gal 8 September 2016.

Peraturan Pemerintah ini mengatur
bahwa penghasilan atas transaksi tanah/ban-
gunan baik dengan Akta Jual Beli (AJB) atau
akta pengalihan hak lainnya seperti Akta
Pengoperan Hak ataupun peralihan hak yang
masih dalam bentuk Perjanjian Pengikatan
Jual Beli (PPJB) akan diberlakukan tarif baru,
sebagai berikut:

1. Untuk obyek Non Rusun dan Rumah
Sederhana Sehat (RSH), Rumah Sederhana
Tapak (RST) oleh Developer, PPh Penjual
adalah 2.5% dari nilai transaksi.

2. Untuk obyek Rusun dan Rumah Sederhana
Sehat (RSH), Rumah Sederhana Tapak
(RST) oleh Developer besarnya PPh final
adalah 1% dari nilai transaksi.

3. Transaksi kepada pemerintah tarif PPh 0%

Dalam PP Nomor 34 Tahun 2016 den-
gan penurunan tarif PPh BPHTB tersebut
diharapkan biaya pengadaan tanah dapat
ditekan. Dimana biasanya PPh atas pengali-
han tanah itu dipungut diawal pembayaran,
sehingga dapat memudahkan pengusaha dan
masyarakat umum melalui usaha terutama
dalam pengadaan tanah.

Hal tersebut dilakukan oleh pemerin-
tah karena mengikuti perkembangan Bank
Dunia yang akan melakukan survey tentang
kemudahan memulai usaha (EODB). Dima-
na aturan tersebut juga berkaitan dengan
aturan lain diantaranya PP Nomor 7 Tahun
2016 tentang Perubahan Modal Minimum
Bagi Pendirian Perseroan Terbatas, Permen-
kumham NOmor 11 Tahun 2016 tentang
Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan
Pengurus, Permen PU-Pera NOmor 5 Tahun
2016 tentang lIzin Mendirikan Bangunan
dan Permen ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2016
tentang Peralihan HGB Tertentu di Wilayah
Tertentu dimana keseluruhan aturan tersebut
dikeluarkan demi meningkatkan investasi di

Indonesia serta mewujudkan pelayanan ad-
ministrasi yang nyaman dan jelas rincian bia-

yanya.

Dasar Hukum Verifikasi Lapangan Dalam
Menentukan Besaran Tarif Pemungutan
Pajak Penghasilan (PPh) Atas Transaksi
Jual Beli Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangu-
nan

Pendapatan pajak dari wajib pajak ter-
sebut akan di kembalikan kepada wajib pajak
itu sendiri dalam rangka sebagai dana pem-
bangunan daerah. Pembayaran pajak itui ti-
dak langsung di rasakan oleh wajib pajak itu
sendiri, tetapi oleh masyarakat luas yang me-
rasakannya dari pemungutan pajak. Menurut
Rahmat Soemitro bahwa penarikan pajak itu
yang di bayarkan kepada negara dari wajib
pajak untuk kepentingan negara itu sendiri
yang merupakan suatu perikatan yang tim-
bul dari undang-undang yang menyebabkan
timbulnya kewajiban dari warga negara un-
tuk menyetorkan sebagai dari penghasilanya
(Soemitro dan Sugiharti, 2010). Apa yang
diungkapkan oleh Rahmat Soemitro bah-
wa pajak yang dipunggut harus berdasarkan
Undang-Undang untuk menjamin Kepastian
Hukum baik bagi wajib pajak maupun pene-
rima pajak dalam hal ini pemerintah, hal
ini yang disebutkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal
23A yang berbunyi:“Pajak dan pungutan lain
yang bersifat memaksa untuk keperluan nega-
ra diatur dengan undang-undang.”

Berdasarkan asas pembagian dan asas
kepentingan, pemungutan pajak di lakukan
seimbang dengan kemampuannya yaitu
seimbang dalam arti dengan penghasilan apa
yang di hasilkan oleh wajib pajak masing-ma-
sing. Dalam asas equalityini tidak diperboleh-
kan suatu negara mengadakan diskriminasi
antara wajib pajak. Dalam keadaan yang
sama, wajib pajak harus di kenakan pajak
yang sama (Sutedi, 2011:21).

Di dalam bukunya Rochmat Soemitro
yang berjudul Dasar-dasar hukum Pajak dan
Pajak Pendapatan, mendefinisikan pajak se-
bagai berikut (Soemitro, 1987:2):

“pajak adalah iuran rakyat pas Kas Ne-
gara berdasarkan Undang-Undang (yang da-
pat dipaksaka) dengan tiada medapat balas
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jasa timbal balik, yang langsung dapat di tun-
jukan dan yang digunakan untuk membayar
pegeluaran umum”

Di dalam pemungutan pajak salah sa-
tunya pemunggutan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan pemunggutan nya ha-
ruslah transparan terhadap public yang bera-
da di Kota Malang, hal ini semata-mata untuk
memperbaiki system perpajakan khususnya
pemunggutan Bea Perolehan Hak atas Ta-
nah dan Bangunan di Kota Malang. Perbai-
kan dari sistem itu adalah tentang keadilan
dan kepastian hukum yang masih jauh dari
harapan masyarakat Kota Malang itu sendi-
ri contohnya adanya verifikasi di dalam pe-
munggutan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan, yang tidak di atur di dalam
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15
tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan.

Pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan ini beradasarkan
adanya antara lain peralihan hak dari pihak
satu kepada pihak lainya. Peralihan hak da-
pat terjadi melalui jual beli, warisan, hibah
dan tukar menukar dan lain-lain yang tercan-
tum dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah
Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010. Perali-
han hak ini antara lain di atur di dalam pasal
20 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria
yang berbunyi :

“Hak milik atas tanah dapat beralih
dan dialihkan kepada pihak lain, dalam hal
ini penerima hak yang baru wajib mendaf-
tarkan peralihan hak milik atas tanah yang di
terimanya dalam rangka memberikan perlin-
dungan hak kepada pemegang hak atas yang
baru demi ketertiban tata usaha pendaftaran
tanah”

Dalam peralihan hak tersebut maka
pihak pembeli di wajibkan untuk membayar
pajak Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Ban-
gunan dahulu sebesar 5% (lima persen)' yang
tercantum dalam pasal 9 Peraturan Daerah

1  Saat ini telah berubah menjadi 2,5 % sesuai
PP Nomor 34 Tahun 2016, lihat pembahasan
sebelumnya. Namun kemudian hingga penelitian
ini dilakukan Perda BPHTB Kota Malang tersebut
belum merubah frasanya sehingga penulis tetap
menuliskan perhitungan 5% walaupun dalam
prakteknya di Kota Malang telah mengikuti
ketentuan PP NOmor 34 Tahun 2016.

Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangu-
nan.Perhitungan dan Peraturan Walikota Ma-
lang Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata cara
pembayaran, penyetioran dan tempat pem-
bayaran bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan.

Jumlah nilai 5% menjadi dasar dari
harga transaksi atau Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) atau Nilai Perolehan Objek Pajak
(NPOP) pembayaran Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan bangunan ini dibayarkan
Oleh Pihak Pembeli atau penerima. Setalah
pembayaran pajak itu di laksanakan maka
baru lah di tanda tangani akta di hadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah, Karena PPAT
mempunyai tugas sebagai pejabat pembuat
akta yang berkaitan dengan tanah yang ter-
cantum dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan
jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pihak
penjual atau pihak yang menerima uang dari
hasil penjualan atau penyerahan hak atas
tanah dan bangunan tersebut diwajibkan
untu membayar pajak penghasilan sebesar
5 % (lima persen) dari apa yang ia dapatkan
tersebut, hal ini tercantum dalam pasal 4 Pe-
raturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996
tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah
dan Bangunan Hal ini yang menjadi landas-
an penarikan Bea perolehan hak tanah dan
bangunan dan pajak penghasilan dari perali-
han hak yang dasarnya perhitungannya ada-
lah undang-undang bukan yang lain. Jika ada
perbedaan penarikan Bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan maupun pajak pengha-
silan maka itu sudah dipastikan perbuatan
melawan hukum yang merugikan masyarakat
sebagai wajib pajak itu sendiri.

Hasil dari pemunggutan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan ini dikelola
100 % (seratus persen) oleh pemerintah da-
erah Kota Malang yang

tercantum dalam Undang-Undang No-
mor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah pasal 95 ayat (1) yang
berbunyi yaitu: “Pajak ditetapkan dengan Pe-
raturan Daerah” jo Undang-undang Nomor
23 tahun 2014 atas Perubahan Undang-un-
dang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerin-
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tah daerah, bahwa daerah dapat menggelola
hasil daerah itu sendiri secara mandiri.

Hal ini lah yang membuat Dinas Pen-
dapatan Daerah Kota Malang “berlomba-
lomba” untuk memperoleh pemasukan pa-
jak dari proses penarikan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan di karenakan hasil
dari BPHTB sangatlah besar. Dan penarikan
yang di lakukan oleh pihak dinas pendapa-
tan daerah itu tidak lah mendasar terhadap
Undang-undang nomor 20 tahun 2000,
Undang-undang nomor 28 tahun 2009 dan
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 ta-
hun 2010.

Berdasarkan fakta di Kota Malang pe-
narikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan tidak sesuai dengan peraturan
daerah Kota Malang Nomor 15 tahun 2010.
Contohnya jika ada peralihan hak atas tanah
dan bangunan itu pihak Dinas Pendapatan
Daerah menetapkan BPHTB tidak sesuai
dengan apa yang diamanatkan oleh Peratu-
ran Daerah Kota Malang yaitu sebesar 5 %
dari harga transaksi atau Nilai Jual Objek Pa-
jak (NJOP).

BPHTB di hitung dari hasil verifikasi
lapangan (Verlap), verlap itu sendiri adalah
proses pengecakan langsung di lapangan ter-
hadap objek yang di lakukan proses dari per-
buatan hukum atau peristiwa hukum. Alasan
pengecekan itu oleh Dinas Pendapatan Da-
erah adalah karena dinas pendapatan daerah
kota malang merasa atau berpendapat bah-
wa harga transaksi atas obyek pajak tersebut
terlalu rendah. Padahal SPPT PBB itu dikelu-
arkan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah
itu sendiri, ini sangat tidak bisa diterima oleh
masyarkat, kenapa pihak Dinas Pendapatan
tidak percaya dengan produk yang dikeluar-
kan oleh Dinas Pendapatan Daerah itu sen-
diri.

Mengenai verifikasi lapangan ini tidak
di atur baik dalam, Undang-undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan
Retribusi daerah dan maupun Peraturan Da-
erah Kota Malang Nomor 15 tahun 2010 Ten-
tang Bea Perolehan Hak atas tanah dan Ban-
gunan. Dalam hal verifikasi lapangan pihak
dinas pendapatan daerah (Dispenda) tidak
mendasar atau tidak ada kepastian hukum
dalam pemungutan bea perolehan hak atas

tanah dan bangunan. Oleh sebab itu tidak
seharusnya verifikasi lapangan itu dilaksana-
kan oleh dinas pendapat daerah kota malang
terhadap masyarakat yang akan melakukan
pembayaran atau pelunasan bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan. Sebab hal ini
akan merugikan masyarakat luas, karena ti-
dak di aturnya verifikasi lapangan ini dalam
Undang-undang maupun peraturan daerah
Kota Malang.

Tahapan perhitungan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan bila Nilai Pe-
rolehan Objek Pajak ( NPOP) belum di ke-
tahui dengan pasti atau NPOP lebih rendah
dari nilai jual objek pajak (NJOP), maka yang
menjadi dasar pengenaan adalah NJOP PBB
yang di tetapkan oleh Dinas Pendapatan Da-
erah sebagai dasar perhitungannya.

Tarif BPHTB mempunyai landasan hu-
kum atau dasar hukum yaitu Peraturan Da-
erah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan. Pasal 9 yang bunyinya sebagai be-
rikut:

“Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Ban-
gunan sebesar 5% (lima persen).”

Dan dasar pengenaan pajak nya ter-
sebut di atas adalah yang disebutkan pada
pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi
sebagai berikut:

“(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Pe-

rolehan Objek Pajak (NPOP)

(2) Nilai Perolehann Objek Pajak sebagaima-

na dimaksud pada ayat (1) dalam hal ini :

a. jual beli adalah harga transaksi;

b. tukar menukar adalah dari nilai pasar
yang menjadi objek pajak tersebut;

c. Hibah adalah nilai pasar objek pajak
tersebut;”

d. pemasukan dalam perseroan atau badan
hukum lainya adalah nilai pasar objek
pajak tersebut;

e. pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan adalah nilai pasar objek pajak
tersebut”;

f. penunjukan pembeli dalam lelang adalah
harga transaksi yang tercantum dalam
risalah lelang”

g. peralihan hak karena pelaksanaan
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putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar
objek pajak tersebut;”

h. pemberi hak baru atas tanah sebagai
kelanjutan dari pelepasan hak adalah
nilai pasar objek pajak tersebut;

i. pemberian hak baru atas tanah di luar
pelepasan hak adalah nilai pasar objek
pajak tersebut.”

Verifikasi lapangan ini di karenakan pi-
hak dinas pendapat daerah Kota Malang tidak
percaya atas apa yang telah di lakukan oleh
wajib pajak dalam perhitungan bea perole-
han hak atas tanah dan bangunan. Di kare-
nakan dinas pendapatan daerah Kota Malang
merasa atau berbendapat bahwa harga tran-
saksi atas objek pajak tersebut terlalu rendah.

Proses dari pemungutan pajak bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan di
Kota Malang mempunyai mekanisme dari
pemungutannya pajak BPHTB. Dan landas-
an hukum dari penarikan atau pemungutan
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
ini di atur di dalam Peraturan Daerah Kota
Malang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
Tujuan dari pembentukan dari untuk mem-
berikan kepastian hukum dari proses pe-
mungutan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan, hal ini sesuai dengan hukum dari
perolehan hak sebagai hasil dari perbuatan
hukum ataupun peristiwa hukum yang tertu-
lis di dalam akta peralihan yang di oleh pe-
jabat yang berwenang yaitu Pejabat pembuat
akta tanah (PPAT).

Dalam membayar bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan yang menjadi ham-
batan dan lama prosesnya adanya verifikas
lapangan, perhitungan dari pemungutan bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan 5%
(lima persen) dari hasil verifikasi lapangan,
padahal peraturan daerah kota malang no-
mor 15 tahun 2010 tentang bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan pasal 7 ayat
(1) mengatakan “dasar pengenaan Bea pero-
lehan hak atas tanah dan bangunan adalah
NPOP”jadi perhitungan yang tepat untuk
menghitung bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan adalah 5% (lima persen) dari
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang
tertera di dalam Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT
PBB).

Jika melihat perhitungan Bea perole-
han hak atas tanah dan bangunan yang sesuai
dengan baik Undang-Undang 20 tahun 2000
tentang perubahan Undang-undang Nomor
21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan Undang-undang
28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Ret-
ribusi daerah dan Peraturan daerah kota Ma-
lang Nomor 15 tahun 2010 tentang Bea pe-
rolehan hak atas tanah dan bangunan, Yakni:
BPTHB = NPOPKP x Tarif pajak
= (NPOP) x 5%
= Rp. 600.000.000 x 5%
= Rp. 30.000.000

Dan untuk pajak pembeli yang harus di
bayar sebesar adalah:

BPHTB = NPOPKP x Tarif Pajak

= (NPOP — NPOPTKP)x 5%

= Rp. 600.000.000 — Rp. 60.000.000 x 5%
= Rp. 27.000.000.-

Perhitungan di atas ini lah yang harus di
cermati baik wajib pajak maupun pihak dinas
pendapatan daerah. Dengan menggunakan
metode ini masyarakat mendapat kepastian
hukum yang jelas dan terbuka bagi masyara-
kat yang akan melakukan pembayaran atau
pelunasan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan Perbendaan sering terjadi antara
Notaris/PPAT dan Pihak Dinas Pendapatan
Daerah Kota Malang terkait dengan peneta-
pan perhitungan Bea perolehan hak atas ta-
nah dan bangunan, padahal mengenai objek
yang akan di bayarkan pajak itu sudah jelas-
jelas tertera di dalam SPPT PBB dan dan
rumus perhitungan bea perolehan hak atas
tanah tersebut sudah di atur di dalam Pera-
turan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun
2010.

Kesalahan penerapan dalam hukum
terkait dengan penerapan pemungutan bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan,
terhadap jumlah uang pajak yang seharus di
bayarkan oleh wajib pajak. Jika hal ini terja-
di yang sangat rugikan adalah wajib pajak,
pemerintah khususnya pemerintah daerah
harus mengkaji ulang tentang penarikan di-
luar hitungan pajak yang telah di tetapkan
oleh peraturan daerah Kota Malang, sehing-

ga kententuan hukum dari wajib pajak untuk
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membayar jumlah pajak bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan melebihi utang pa-
jak yang seharusnya di bayarkan oleh wajib
pajak itu sendiri. Apa yang telah di tetapkan
tehadap NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek
Pajak Tidak Kena Pajak) atas BPHTB (Bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan)
yang di tetapkan oleh pemerintah daerah
Kota Malang Di Tuangkan Dalam Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan.

Pada Pasal 8 Ayat (1) bahwa untuk se-
mua wajib pajak sebesar Rp 60.000.000.-
(enam puluh juta rupiah) sedang Pasal 8 Ayat
(2) menerangkan untuk waris atau hibah
waris di tetapkan NPOPTKP nya sebesar Rp.
300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dalam
prakteknya sering terjadi kesalahan dan tidak
adanya kepastian hukum dalam penerapa-
nya di Kota Malang.

Apabila di dalam pemugutan bea pe-
rolehaan hak atas tanah dan bangunan itu
terjadi atau tidak kesuaian dengan NPOP
yang sudah tertera di dalam SPPT PBB. Maka
ada nya lembaga pengaduan, melalui ban-
ding kepada kepada daerah yang mana hal
ini disebutkan dalam pasal 19 ayat (6) “Tan-
da penerimaan surat keberatan yang di beri-
kan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang di
tunjuk atau tanda pengirian surat keberatan
melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti
penerimaan surat keberatan.”

Tidak yang namanya verifikasi lapangan
seperti yang di lakukan pihak dinas pendapa-
tan daerah kora malang. Mengenai kebera-
tan ini di tuangkan dalam pasal 19 sampai
dengan pasal 22 peraturan daerah Kota Ma-
lang nomor 15 Tahun 2010 Tentang Bea Pe-
rolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Apa yang dinamakan dengan keadilan
harus di laksanakan dengan baik dan masksi-
mal karena ini berdampak pada kehidupan
masyarkat. Dari proses pemunggutan bea
perolehanhak atas tanah dan bangunan ini.
prinsip keadilan ini harus dipegang dengan
teguh bagi setiap perangkat. Jika tidak di te-
rapkan dengan baik maka kekacauan dalam
sistem perpajakan khususnya di kota malang.
Timbulah ketidak pastian hukum pasti timbul
juga ketidakadilan bagi wajib pajak itu sen-

diri. Sehingga berdasarkan penelitian diatas,
verifikasi lapangan yang selama ini dipraktek-
kan oleh dinas terkait di Kota Malang dalam
menetapkan besaran BPHTB tidaklah memi-
liki dasar hukum sehingga menyalahi aturan
dan tidak seharusnya digunakan dalam prak-
tek penetapan nilai BPHTB.

4. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan
oleh Peneliti, maka dapat disimpulkan:

1. Dasar hukum dalam melakukan verifikasi
lapangan dalam menentukan besaran
tarif pemungutan pajak penghasilan (pph)
atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/
atau bangunan di Kota Malang tidak ada
sama sekali, baik di dalam Perda maupun
Perwal sehingga kegiatan  verifikasi
lapangan yang selama ini dijadikan dasar
untuk menentukan besaran PPh BPHTB
tidak memiliki kepastian hukum

2. Tarif pemungutan pajak penghasilan
(pph) atas transaksi jual beli hak atas
tanah dan/atau bangunan ditentukan
oleh hasil verifikasi lapangan PPh BPHTB
tetap pada besaran yang telah ditetapkan
dalam PP Nomor 34 Tahun 2016 yaitu
hanya sebesar 2,5% tanpa harus dihitung
kemudian dengan hasil verifikasi lapangan
seperti yang terjadi di Kota Malang

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, Habib, 2009. Meneropong Khazana Notaris dan
PPAT Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya.

Brotodihardjo, R.S. 2003. Pengantar llmu Hukum Pajak,
Bandung: Refika Aditama.

Ediwahyudi.com/2010/12/31/
2011-bphtb —menjadi- pajak- daerah, tanggal

mulai  1-  januari-

25-03-2016

Effendi, Lutfi, 2010. Pokok-Pokok Hukum Pajak, Bayu
Media, Malang.

Erly, Suady, 2005. Hukum Pajak, Jakarta:Salemba Em-
pat.

Memori Penjelasan Undang-undang Nomor 21 Tahun
1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB).

PP Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan
Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Ta-
nah dan/atau Bangunan

Soekanto, Soerjono, 2008. Faktor-Faktor yang Mem-

223



Bima Satrio Husodo, Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah...

pengaruhi Penegakan Hukum Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.

Soemitro, R. 1987. Pengantar Singkat Hukum Pajak,
Eresco, Bandung.

Soemitro, R. dan Dewi Kania Sugiharti, 2010. Asas-asas
dan Dasar Perpajakan, Fefika Aditama,Bandung.

Sutedi, Adrian, Hukum Pajak, 2011. Sinar Crafika, Ce-
takan Pertama, Jakarta.

224



